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Tulisan ini ingin menjelaskan aspek-aspek liberalisme dalam 
dunia pendidikan Islam. Pertanyaan yang ingin dijawab 
dalam penelitian ini adalah sampai sejauh manakah 
liberalisme tersebut merasuk dalam dunia pendidikan Islam 
serta apa saja dampak positif dan negatif dari liberalisme itu 
sendiri dalam dunia pendidikian. Penelitian ini menunjukkan 
bahwa liberalisasi dalam pendidikan Islam adalah 
penyebaran pemikiran keagamaan liberal dalam konteks 
lembaga-lembaga pendidikan Islam. Modus yang terjadi 
adalah intervensi dalam bidang kurikulum, pemberian 
beasiswa dan bantuan pendidikan, massifnya gerakan 
intelektual, menyebarkan paham, dan ajaran-ajaran yang 
bersifat liberal dalam dunia pendidikan Islam. Bahkan, 
beberapa perguruan tinggi Islam diyakini telah menjadi 
tempat yang subur dalam penyebaran pemikiran liberal, 
sehingga dikhawatirkan dapat menghacurkan akidah umat 
Islam sendiri.  
 
Kata kunci: liberalisme, pendidikan Islam. 
 
Pendahuluan 
Setiap manusia membutuhkan pendidikan sebagai instrumen 
untuk mengembangkan kualitas diri agar menjadi pribadi yang baik. 
Pendidikan diyakini sebagai media untuk memanusiakan manusia 
agar tetap pada jalan kebenaran sesuai dengan ajaran agama dan 
norma masyarakat. Pendidikan pada gilirannya dapat meningkatkan 
potensi kemanusiaannya sehingga diharapkan benar-benar menjadi 
manusia seutuhnya.  
Peran pendidikan dewasa ini tetap menjadi garda terdepan 
dalam menumbuhkembangkan potensi, bakat, keperibadian, sikap 
kemandirian, dan tanggung jawab kepada sesama. Pendidikan 
diyakini berperan besar dalam mengangkat derajat kemuliaan 
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seseorang dari segala keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan 
yang menjadi sindrom dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, bahwa 
pendidikan berusaha mengembangkan fitrah manusia sesuai dengan 
nilai-nilai ajaran Islam sehingga tercapai kehidupan manusia yang 
berkualitas, berdaya saing, dan menjunjung tinggi moralitas.
1
 
Secara filosofis, pendidikan adalah usaha membina dan 
mengembangkan keperibadian manusia, baik menyangkut aspek 
ruhaniah dan jasmaniah. Tidak heran bila perkembangan jiwa 
manusia dapat tercapai apabila orientasinya diarahkan pada 
perkembangan keperibadian sebagai unsur penting dalam membentuk 
sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma agama dan norma 
hukum di masyarakat.
2
 Maka menyangkut fitrah manusia, pendidikan 
sangat terkait dengan pembinaan karakter anak didik demi 
terbentuknya keperibadian yang utuh sebagai manusia individu dan 
sosial yang mengabdi kepada Tuhan.  
Pendidikan dalam konteks Indonesia, memang berorientasi 
pada pengembangan jasmani dan rohani. Pendidikan tidak hanya 
diharapkan dapat memberikan pengetahuan kognitif dan 
keterampilan, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah membentuk 
pribadi yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi, yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan 
landasan tersebut, maka pendidikan harus mampu mengintegrasikan 
pada dua model pengembangan jasmani dan rohani sebagai 
manifestasi dari pembentukan keperibadian atau sikap yang selaras 
dengan nilai-nilai ajaran Islam.   
Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, dijelaskan 
bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 
manusia yang beriman dan  bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 
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keehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri 
serta rasa tanggung jawab kemasyarakat dan kebangsaan. 
Hal ini tentu saja selaras dengan hakikat tujuan pendidikan 
Islam. Islam memandang manusia sebagai satu kesatuan antara jiwa 
dan raga. Jika salah satu keduanya tidak ada, maka tidak dapat 
dinamai manusia lagi. Keduanya sama-sama substansi. Jiwa 
merupakan dimensi ruhaniah, sedangkan raga adalah dimensi 
jasmaniah manusia. Kedua subtansi ini masing-masing merupakan 
unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Jadi, badan 
tidak berasal dari roh, juga roh tidak berasal dari badan. Meski antara 
keduanya terdapat hubungan kausalitas yang sangat erat.
3
 
Karenanya, pendidikan Islam memang diarahkan untuk 
membimbing, mendidik, dan mengarahkan, serta mengembangkan 
kedua dimensi tersebut agar seimbang dalam diri manusia. Tujuan 
pendidikan Islam juga tidak akan berpaling dari potensi jasmaniah 
dan ruhaniah tersebut. Dari tujuan tersebut akan tercapai sebuah 
orientasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yakni 




Secara lebih khusus, tujuan pendidikan Islam tak terpisahkan 
dari tujuan hidup manusia. Baharuddin dan Moh. Makin menjelaskan 
bahwa tujuan hidup manusia—yang juga berarti tujuan pendidikan 
Islam—adalah mencari kebahagiaan duniawi–ukhrawi, dengan lebih 
mempertajam kesalehan sosial lewat amr (perintah) berbuat baik 
kepada orang lain, dan mengembangkan sense of belonging (rasa ikut 
memiliki) melalui larangan berbuat kerusakan dalam bentuk apapun
5
. 
Maka untuk mencapai tujuan ini, maka potensi ruhaniah-jasmaniah 
dalam diri manusia harus benar-benar seimbang. 
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Pengembangan potensi jasmani dan rohani pada akhirnya 
bertujuan untuk membentuk manusia yang abdullah, yakni 
emanfaatkan hidup dan dirinya hanya untuk Allah. Ini karena, pada 
dasarnya tujuan penciptaan manusia memang adalah untuk 
menyembah Allah sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an, bahwa 
manusia tidak diciptakan kecuali untuk menyembahku. Dari itu 
jelaslah bahwa tujuan final dari pendidikan, khususnya pendidikan 
Islam adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada 
Allah Swt.  
Namun demikian, belakangan terdapat kekhwatiran terhadap 
semakin hilangnya tujuan pendidikan luhur tersebut. Ekspansi 
liberalisme ke dalam dunia pendidikan, tak terkecuali lembaga 
pendidikan Islam, telah menjadikan beberapa lembaga pendidikan 
Islam, dalam hal ini universitas, justru mengembangkan pemikiran 
yang melenceng dan bahkan menentang Islam. Dalam beberapa 
kasus, yang terjadi justru adalah pelecehan terhadap ajaran dan nilai 
keislaman yang tertanam kuat di lembaga pendidikan Islam. Hal 
tersebut pada gilirannya dikhawatirkan akan menghancurkan nilai-
nilai keimanan dan bahkan bisa menggiring mahasiswa ke arah 
pemurtadan. 
Hal inilah yang dikhawatirkan oleh Dr. Adian Husaini, 
tentang liberalisme dalam dunia pendidikan, terutama di lembaga-
lembaga pendidikan berbasis Islam. Menurutnya, STAIN/IAIN/UIN 
di Indonesia telah terjangkiti virus liberalisme, khususnya paham 
humanisme sekuler dan relativisme kebenaran. Paham-paham liberal 
ini disebarkan secara massif sehingga menghasilkan pemikiran-
pemikiran yang ujung-ujungnya mengkritik, mecela, dan bahkan 
menyalahkan ajaran-ajaran yang telah ada dan pakem dalam Islam. 
6
 
Namun demikian, ada pula yang berpandangan bahwa 
liberalisme pemikiran di dalam lembaga pendidikan Islam juga 
dibutuhkan untuk mengembangkan objektivitas dan kebebasan dalam 
berpikir serta menyampaikan gagasan. Ajaran liberalisme yang 
mengagungkan kebebasan individu telah memberikan kebebasan 
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untuk mengeksplorasi kemampuan berpikir dengan baik, sehingga 
diharapkan akan lahir pemikiran-pemikiran yang orisinal dan dapat 
mengembangkan sains dan teknologi dalam dunia pendidikan Islam 
itu sendiri. Mengingat kemajuan Barat dalam bidang sains dan 
teknologi tidak terlepas dari fondasi berpikir yang kuat. 
Tulisan ini sebatas sebagai studi atas liberalisme dalam dunia 
pendidikan Islam. Sampai sejauh manakah liberalisme tersebut 
merasuk dalam dunia pendidikan Islam serta apa saja dampak positif 
dan negatif dari liberalisme itu sendiri dalam dunia pendidikian. 
Karenanya, tulisan sederhana ini berusaha mengkaji secara objektif 
terhadap keberadaan liberalisme dalam dunia pendidikan Islam. 
 
Liberalisme  dalam Diskursus 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia liberalisme adalah 
usaha perjuangan menuju kebebasan.
7
 Dan dalam istilah asing 
liberalisme diambil dari bahasa Inggris, yang berarti kebebasan. Kata 
ini kembali kepada kata ‚liberty‛ dalam bahasa Inggrisnya , atau 
‚liberte‛ menurut bahasa Perancis, yang bermakna bebas. 
Subagja mendefinisikan liberalisme sebagai paham yang 
menekankan kebebasan individu atau partikelir, filsafat sosial politik, 
dan ekonomi yang menekankan atau mengutamakan kebebasan 
individu untuk mengadakan perjanjian, produksi, konsumsi, tukar-




Term ‚liberal‛ diambil dari bahasa Latin, yaitu liber artinya 
bebas dan bukan budak atau suatu keadaan di mana seseorang itu 
bebas dari kepemilikan orang lain. Makna bebas kemudian menjadi 
sebuah sikap kelas masyarakat terpelajar di dunia Barat yang 
membuka pintu kebebasan berfikir (The old Liberalism). Dari makna 
kebebasan berfikir inilah kata liberal berkembang sehingga 
mempunyai berbagai makna dalam berbagai bidang keilmuan. 
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Secara politis, liberalisme adalah ideologi politik yang 
berpusat pada individu, dianggap sebagai memiliki hak dalam 
pemerintahan, termasuk persamaan hak dihormati, hak berekspresi 
dan bertindak serta bebas dari ikatan-ikatan agama dan ideologi. 
Dalam konteks sosial, liberalisme diartikan sebagai adalah suatu 
etika sosial yang membela kebebasan (liberty) dan persamaan 
(equality) secara umum. Menurut Alonzo L. Hamby, PhD, Profesor 
Sejarah di Universitas Ohio, liberalisme adalah paham ekonomi dan 
politik yang menekankan pada kebebasan (freedom), persamaan 
(equality) dan kesempatan (opportunity).9 
Liberalisme merupakan faham kebebasan, di mana manusia 
memiliki kebebasan untuk mengembangkan pemikirannya sesuai 
dengan apa yang dikehendaki. Bebas, karena manusia mampu berpikir 
dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam 
pemikirannya.
10
 Liberalisme adalah faham pemikiran yang optimistis 
tentang manusia, di mana prinsipnya adalah menyangkut tentang 
kebebasan dan tanggung jawab. 
Di lihat dari aspek sejarahnya, paham liberalisme ini berasal 
dari Yunani kuno, yang merupakan salah satu elemen terpenting dari 
peradaban Barat. Namun, jika dilacak hingga Abad Pertengahan, 
liberalisme dipicu oleh kondisi sistem ekonomi dan politik yang 
didominasi oleh sistem feodal. Di dalam sistem ini, raja dan 
bangsawan memiliki hak-hak istimewa, sedangkan rakyat jelata tidak 
diberi kesempatan secara leluasa untuk menggunakan hak-hak 
mereka, apalagi hak untuk ikut serta dalam mobilisasi sosial yang 
dapat mengantarkan mereka menjadi kelas atas. 
Perkembangan awalnya terjadi sekitar tahun 1215, ketika 
RajaJohn di Inggris mengeluarkan Magna Charta, dokumen 
yangmencatat beberapa hak yang diberikan raja kepada bangsawan 
bawahan. Charta ini secara otomatis telah membatasi kekuasaan Raja 
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John sendiri dan dianggap sebagai bentuk liberalisme awal (early 
liberalism). Liberalisme awal sendiri ditandai dengan perlawanan dan 
pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah yang cenderung absolut. 
Perkembangan liberalisme selanjutnya ditandai oleh 
revolusitak berdarah yang terjadi pada tahun 1688 yang kemudian 
dikenal dengan sebutan The Glorious Revolution of 1688. Revolusi 
ini berhasil menurunkan Raja James II dari England dan Ireland 
(James VII) dari Scotland) serta mengangkat William II dan Mary II 
sebagai raja. 
Setahun setelah revolusi ini, parlemen Inggris menyetujui 
sebuah undang-undang hak rakyat (Bill of Right) yang memuat 
penghapusan beberapa kekuasaan raja dan jaminan terhadap hak-hak 
dasar dan kebebasan masyarakat Inggris. Pada saat bersamaan, 
seorang filsuf Inggris, John Locke, mengajarkan bahwa setiap orang 
terlahir dengan hak-hak dasar (natural right) yang tidak boleh 
dirampas. Hak-hak dasar itu meliputi hak untuk hidup, hak 
untukmemiliki sesuatu, kebebasan membuat opini, beragama, dan 
berbicara. Pemerintah memiliki tugas utama untukmenjamin hak-hak 
dasar tersebut, dan jika ia tidak menjaga hak-hak dasar itu, rakyat 
memiliki hak untuk melakukan revolusi. 
Di bidang ekonomi, liberalisme berkembang melalui 
kebijakan laissez faire seorang ekonom Scotties, Adam Smith, di 
dalam bukunya, The Wealth of Nations (1776). Di kemudian hari, 
gagasan-gagasan ekonomi Adam Smith ini dijadikan dasar untuk 
membangun sistem ekonomi kapitalis yang menawarkan liberalisasi 
kegiatan ekonomi bagi setiap orang. Kebijakan ini akhirnya 
membatasi Negara untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi 
rakyat. 
Dari sini dapat dipahami, sejak tahun 1900-an, politik dan 
ekonomi liberal memiliki hubungan yang sangat erat. Gagasan 
ekonomi liberal didasarkan pada sebuah pandangan bahwa setiap 
individu harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan 
ekonominya tanpa ada intervensi dan campur tangan dari negara. 
Kaum liberal percaya, bahwa ekonomi akan melakukan regulasi 
sendiri (the invisible hand). Atas dasar itu, campur tangan negara 
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tidakdiperlukan lagi. Gagasan semacam ini diadopsi dari pemikiran-
pemikiran Adam Smith dan menjadi landasan sistem ekonomi 
kapitalis yang diterapkan di dunia saat ini. 
Jika ditilik dari perkembangannya, liberalisme secara umum, 
memiliki dua aliran utama yang saling bersaing dalam menggunakan 
sebutan liberal. Yang pertama adalah liberal classic atau early 
liberalism yang kemudian menjadi liberal ekonomi yang menekankan 
pada kebebasan dalam usaha individu, dalam hak memilikikekayaan, 
dalam polesi ekonomi dan kebebasan melakukan kontrak serta 
menentang sistem welfare state. Kelompok ini mendukung 
persamaan (equality) di depan hukum tapi tidak dalam ekonomi 
(economic inequality) karena distribusi kekayaan oleh negara tidak 
menjamin kemakmuran. Persaingan dalam pasar bebas menurut 
kelompok ini lebih menjamin. 
Kedua, liberal sosial. Aliran ini menekankan peran negara 
yang lebih besar untuk membela hak-hak individu (dalam pengertian 
yang luas), yang seringkali dalam bentuk hukum anti diskriminasi. 
Kelompok ini mendukung pendidikan bebas untuk umum (universal 
education), dan kesejahteraan rakyat, termasuk jaminan bagi 
penganggur, perumahan bagi tunawisma dan perawatan kesehatan 
bagi yang sakit, semua itu didukung oleh sistem perpajakan. Dengan 
kata lain liberalisme awal (early liberalism) lebih menekankan pada 
hak-hak ekonomi dan politik. 
Liberal dalam konteks kebebasan intelektual berarti 
independen secara intelektual, berpikiran luas, terus terang, dan 
terbuka. Kebebasan intelektual sejatinya berkembang sejalan 
denganperkembangan liberalisme sosial dan politik yang terjadi di 
Barat pada akhir abad ke 18, namun akar-akarnya dapat dilacak 
seabad sebelumnya yaitu abad ke 17. Di masa itu, dunia Barat 
terobsesi untuk membebaskan bidang intelektual, keagamaan, politik 
dan ekonomi dari tatanan moral, supernatural dan bahkan Tuhan.  
Maka dari itu prinsip-prinsip Revolusi Perancis 1789 
dianggap sebagai Magna Charta liberalisme. Di dalamnya terdapat 
kebebasan mutlak dalam pemikiran, agama, etika, kepecayaan, 
berbicara, pers dan politik. Konsekuensinya adalah penghapusan hak-
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hak Tuhan dan segala otoritas yang diperoleh dari Tuhan; 
penyingkiran agama dari kehidupan publik menjadi bersifat 
individual. Selain itu agama Kristen dan Gereja harus dihindarkan 
agar tidak menjadi lembagahukum ataupun sosial.Yang jelas 
liberalisme mengindikasikan pengingkaran terhadap semua otoritas 
yang sesungguhnya, sebab otoritas dalam pandangan liberal 
menunjukkan adanya kekuatandi luar dan di atas manusia yang 
mengikatnya secara moral. Kebebasan intelektual yang mencoba 
untuk bebas dari agama dan dari Tuhan itu secara logis merupakan 
liberalisme dalam pemikiran keagamaan dan itulah yang pertama kali 
dirasakan oleh agama-agama di Barat.
11
 
Dari itu dapat dipahami bahwa liberalisme sebagai sebagai 
sebuah paham pada awal mulanya adalah dalam bidang politik untuk 
memberikan kebebasan dan hak kepada individu, di mana saat itu 
hampir semua kekuasaan dipegang oleh raja dan penguasa. 
Liberalisme kemudian berkembang juga dalam bidang politik yang 
memberi kebebasan kepada individu untuk mengembangkan ekonomi 
tanpa campur tangan negara. Liberalisme ini kemudian juga 
berkembang dan menyentuh pemikiran keagamaan. Liberalisme 
dalam pemikiran keagamaan ini memberikan kebebasan kepada 
individu untuk berpikir secara kritis dan logis tanpa dibelenggu oleh 
doktrin dan dogma. Manusia diberi kebebasan intelektual untuk 
mengkaji segala bentuk ajaran yang selama ini dianggap pakem dan 
tidak boleh diotak-atik, dengan pandangan akal yang logis dan 
bersifat sistematis. Pemikiran yang hanya mendasarkan kepada akal 
ini pada gilirannya melabrak ajaran dan nilai keagamaan yang telah 
berkembang dan hidup dalam masyarakat beragama. 
 
Liberalisme dan Kebebasan Manusia dalam Islam 
Salah satu anugerah terbesar kepada manusia adalah 
kemampuan berpikir. Manusia diberi kebebasan dalam menuangkan 
gagasan dan pemikiran dalam hidupnya. Dengan begitu, manusia 
harus secara terus menerus membuat berbagai pilihan dalam suatu 
                                                     
11
Ibid, 5-8 
Mohammad Hosnan, Liberalisme dalam Pendidikan Islam| 429 
kehidupan yang selalu menentangnya untuk merubahnya. Dia 
mempunyai kebebasan untuk memilih antara yang baik dan yang 
buruk, dan bertanggung jawab sepenuhnya bagi setiap pilihan yang 
dilakukannya. 
Jika pilihan bebasnya menunjukkan kepada hal-hal yang baik, 
maka ia akan menjadi seorang yang mukmin yang tidak akan pernah 
larut dalam gulungan cakrawala, tapi sebaliknya, jika pilihan itu pada 
hal-hal yang buruk, maka ia akan menjadi seorang kafir 
(pembangkang). Kerena itulah orang mukmin dengan kebebasnnya, 
tidak akan pernah kehilangan arah dalam menghadapi berbagai 
kemelut kemanusiaan. Ia tampil sebagai orang yang merdeka, 
merekayasa alam semesta yang diberikan padanya tetapi tidak 
menafikan aspek transendental. Tuhan sebagai Pembebas terakhir. 
Karena orang kafir larut dalam cakrawala dan orang mukmin 
cakrawala larut dalam alam pikirannya. 
Refleksi kebebasan berfikir secara sadar dan mengakui bahwa 
anugerah kebebasan manusia harus difungsikan dan bahwa 
fungsionalisasi kebebasan ini, merupakan manifestasi dari rasa 
tanggung jawab manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi, maka itu 
bermakna manusia dapat mewujudkan kebaikan. 
Islam mengakui, bahwa fitrah manusia secara ontologis 
adalah menjadi subjek yang bertindak sesuatu dan selalu megubah 
dirinya. Dengan demikian, bergerak menuju kemungkinan-
kemungkinan yang selalu baru bagi kehidupan yang lebih kondusif 
dan relistis. Dengan demikian pendidikan seharusnya selalu 
memberikan opsi-opsi kebebasan pada manusia guna menata dan 
menetapkan cara-cara berfikir dan prilaku yang konstruktif, inovatif 
dan produktif. 
Tetapi yang terjadi sekarang adalah, bahwa umat manusia 
kehilangan dinamika, kreativitas dan progresivitas. Kajian yang kritis 
dan mendalam terhadap pemikiran-pemikiran keislaman tidak dapat 
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berkembang secara alami. Hal ini terjadi karena adanya sikap 
penolakan terhadap pemikiran manusia yang kreatif.
12
 
Sementara di Eropa, menurut Arkoun, pemahaman dan 
penafsiran ilmiah dalam konteks yang telah dibumikan (lewat 
pendekatan ilmu-ilmu sosial, seperti psikologi, sosiologi, antropologi 
dan lain sebagainya), mulai abad VI, telah disebarkan oleh Luther dan 
zaman renaissance. Dalam masyarakat muslim, sikap dan pemahaman 
ortodoksi yang bersifat skolastik, pengulangan kata-kata yang 
melebihi dari cukup dan tidak luwes, memaksa munculnya 
pemahaman dan pandangan yang semakin bertambah sempit terhadap 
Islam itu sendiri. 
Kondisi demikian, secara psikologis bukan karena lemahnya 
potensi intelektual atau kualitas pendidikan yang dimiliki oleh umat 
Islam, tetapi hal tersebut, karena tidak adanya arus pemikiran yang 
segar dan bebas dari paham dan kepercayaan yang ada, yang sekarang 
ini dipegang oleh umat Islam dan bahkan tanpa dipikirkan.  
Sikap seperti ini, menurut Stoddard, dimulai ketika khalifah 
Abbasiyah berkoalisi dengan golongan agama konservatif, golongan 
yang membela kerajaan dan menjauhkan diri dari golongan liberaldan 
bahkan pada abad XII, sisa-sisa liberalisme Arab telah dimusnahkan, 
otak umat Islam beku, daya kreasi lumpuh, intelegensia Islam diam, 
nyeyak sampai mereka mulai bangkit dewasa.
13
 Hal inilah yang 
menyebabkan kemunduran dalam dunia Islam berabad-abad lamanya 
hingga peradaban sepenuhnya dikuasai oleh Barat. 
Dalam kaitan ini, liberalisme yang mengedepankan dan 
bahkan menjadikan akal sebagai panglima tidak salah dalam Islam. 
Manusia memang memiliki hak untuk mengembangkan dan 
menuangkan gagasannya. Hanya saja, tentu saja tidak harus 
                                                     
12
Pandangan dan kesan seperti ini, lebih jelas diungkapkan Roger 
Graudy, bahwa salah satu tidak berkembangnya filsafat dan ilmu-ilmu yang 
bermuatan pendidikan dan lainnya dalam kebudayaan Islam, adalah sikap 
penolakan mereka terhadap perkembangan pemikiran manusia yang kreatif. 
Lihat Roger Graudy, Janji-Janji Islam, terj. Rasyidi (Jakarta: Bulan Bintang 
1982), 167.  
13
L. Stoddard, The New World of Islam, terj. H.M. Muljadi 
Djojomardjono, dkk., Dunia Baru Islam (Jakarta:t, tp.,1966), 18.  
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melupakan dan menyingkirkan wahyu sebagai sumber otoritatif. 
Justru al-Qur’an itulah yang dijadikan sebagai titik pijak dalam 
membangun dan mengembangkan kebebasan berpikir dalam Islam. 
 
Liberalisasi dalam pendidikan Islam 
Harus diakui bahwa dunia Barat berkepentingan untuk 
melakukan liberalisasi dalam dunia pendidikan Islam. Hal ini 
dilakukan untuk mencetak intelektual muslim yang pro terhadap 
pemikiran dan kepentingan Barat dalam segala aspeknya. Modus 
intervensi Barat dalam liberalisasi pendidikan Islam diantaranya 
adalah sebagai berikut:  
 
1. Intervensi kurikulum  
Kurikulum sebagai panduan untuk membentuk produk 
pemikiran dan perilaku  pelajar/mahasiswa menjadi salah satu 
sasaran intervensi. Kurikulum bidang akidah, konsep wahyu 
maupun syariah Islam menjadi obyek liberalisasi yang 
tersistemkan. Liberalisasi akidah Islam diarahkan pada 
penghancuran akidah Islam dan penancapan paham pluralisme 
agama yang memandang semua agama adalah benar. Liberalisasi 
konsep wahyu ditujukan untuk menggugat otentisitas (keaslian) 
al-Quran Mushaf Utsmani dan as-Sunnah. 
Adapun liberalisasi syariah Islam diarahkan pada 
penghancuran hukum-hukum Islam dan penghapusan keyakinan 
umat terhadap syariah Islam sebagai problem solving bagi 
permasalahan kehidupan manusia. 
Dalam dunia perguruan tinggi, intervensi ini terlihat 
misalnya dalam penyebaran pemikiran Harun Nasution ke seluruh 
perguruan tinggi Islam di Indonesia. Bukunya yang berjudul 
Teologi Islam dan Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya 
dijadikan sebagai buku wajib dalam materi pengantar teologi dan 
pemikiran Islam. Meskipun kenyataannya, buku tersebut telah 
banyak dibantah karena mengandung banyak kesalahan-kesalahan 
elementer. 
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2. Bantuan pendidikan dan Beasiswa 
The Asia Foundation telah mendanai lebih dari 1000 
pesantren untuk berpartisipasi dalam  mempromosikan nilai-nilai 
pluralisme, toleransi dan masyarakat sipil dalam komunitas 
sekolah Islam di seluruh Indonesia. Tahun 2004, TAF  
memberikan pelatihan kepada lebih dari 564 dosen yang 
mengajarkan pelatihan tentang pendidikan kewarganegaraan yang 
kental dengan ide  liberalis-sekular untuk lebih dari 87.000 pelajar. 
Fakta lain, AS dan Australia juga membantu USD 250 juta dengan 
dalih mengembangkan pendidikan Indonesia. Padahal, menurut 
sumber diplomat Australia yang  dikutip The Australian 
(4/10/2003), sumbangan tersebut  dimaksudkan untuk 
mengeliminasi ‘madrasah-madrasah’ yang menghasilkan  para 
’teroris’ dan ulama yang membenci Barat. 
Di samping bantuan pendidikan, pemberian beasiswa untuk 
melanjutkan kuliah ke negeri Barat sudah menjadi modus operandi 
lama.  Sejarah awal terjadi  pada tahun 1950-an, saat sejumlah 
mahasiswa Indonesia belajar di  McGill’s Institute of Islamic 
Studies (MIIS) yang didirikan oleh orientalis Cantwell W. Smith. 
 
3. Pembentukan Jaringan Intelektual Muslim yang 
Menyuarakan Liberalisasi Pemikiran Islam 
Jaringan intelektual ini diwakili oleh Jaringan Liberal yang 
berlabelkan Islam, bekerjasama dengan para intelektual, penulis 
dan akademisi dalam dan luar negeri. Misalnya, Jaringan Islam 
Liberal (JIL) yang banyak menyuarakan kekebasan berpikir dan 
pentingnya menginterpretasi ulang ajaran Islam. JIL sendiri 
menafsirkan ajaran Islam dengan beberapa landasan. Pertama, 
membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam. Kedua, 
mengutamakan semangat religio-etik, bukan pada aspek literasi 
teks. Ketiga, mempercayai kebenaran yang relative, terbuka, dan 
plural. Keempat, meyakini kebebasan beragama dan 
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berkeyakinan.
14
 Jaringan ini juga gencar menyuarakan kampanye 
dan pengopinian reorientasi pendidikan Islam menuju pendidikan 
Islam yang pluralis melalui berbagai media propaganda. 
Tujuan akhir dari upaya liberalisasi pendidikan Islam dan 
pondok pesantren di  Indonesia adalah liberalisasi pemikiran Islam 
dan menciptakan Muslim  moderat yang pro Barat. Dari 
merekalah selanjutnya agenda liberalisasi pemikiran Islam akan 
disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat. 
Sasaran pembentukan Muslim moderat diprioritaskan dari 
kalangan intelektual Muslim dan ulama. Alasannya, karena 
intelektual Muslim dinilai memiliki peran strategis, baik dalam 
menentukan kebijakan pemerintah maupun peluang memimpin, 
sedangkan ulama dinilai memiliki pengaruh di tengah-tengah 
masyarakat akar rumput, di samping sebagai pelegitimasi hukum 
terhadap berbagai fakta baru yang berkembang. 
Namun demikian, liberalisasi tersebut tidak sepenuhnya 
harus dihindari. Berbagai bantuan dan fasilitas dari Barat  mesti 
digunakan sebaik-baiknya dalam pengembangan pemikiran dan 
keilmuan Islam. Terlepas hal tersebut merupakan modus atau 
bukan, yang pasti dalam beberapa hal, Barat memang pusat 
peradaban dunia saat ini. Makanya pada yang sebenarnya tidak 
salah apabila umat Islam belajar kepada mereka. 
Apalagi, sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa nilai-
nilai liberalisme dalam hal pengembangan akal  tidak 
bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Sebagai 
hamba Allah, manusia memang dituntut untuk mempergunakan 
akal sebaik-baiknya. Menggunakan akal dengan baik tidak perlu 
dikhawatirkan, asalkan tentu saja tidak serta merta meninggalkan 
al-Qur’an sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan yang 
penuh dengan tantangan.  
Karenanya, liberalisasi dalam pendidikan Islam dengan 
berbagai bentuknya tidak perlu dikhawatirkan, selagi kita masih 
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 Budhy Munawar Rachman, Reorientasi Pembaruan Islam: 
Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia 
(Jakarta: Paramadina, 2010), 33-34.  
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diberi kesempatan untuk berpikir dengan baik, tanpa inervensi dari 
pihak manapun. Bahwa terdapat pemikiran yang nyeleneh, hal itu 
dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika pemikiran yang 
akan terus berkembang seiring perkembangan zaman.  
Justru, yang perlu dikhawatirkan dalam konteks 
pengembangan pendidikan Islam adalah bukannya liberalisasi 
pemikiran keagamaan, namun liberalisasi ekonomi yang telah 
menyuburkan kapitalisme. Liberalisme ekonomi ini harus dilawan 
karena dalam praktiknya telah mengorbankan rakyat demi  
keuntungan yang besar. Yang penting, kita sebagai umat Islam 
tidak boleh kehilangan semangat untuk melawan ketidakadilan 
dan penindasan terhadap masyarakat karena kapitalisme yang 
menjadi hantu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
 
Simpulan 
Liberalisme adalah paham yang memfokuskan kepada 
kebebasan individu dalam segala halnya. Pada awalnya, ia merupakan 
kebebasan dalam berpikir dan kemudian berkembang dalam berbagai 
hal, seperti politik, ekonomi, pemikiran keagamaan, dan lain 
sebagainya. Liberalisasi pada awalnya berkembang dari politik 
sebagai bentuk perlawanan penguasa yang feodal. Liberalisme politik 
memberikan hak kepada masyarakat dalam kehidupan mereka yang 
sebelumnya dipegang mutlak oleh raja atau penguasa. 
Liberalisasi dalam pendidikan Islam adalah penyebaran 
pemikiran keagamaan liberal dalam konteks lembaga-lembaga 
pendidikan Islam. Modus yang terjadi adalah intervensi dalam bidang 
kurikulum, pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan, massifnya 
gerakan intelektual, menyebarkan paham, dan ajaran-ajaran yang 
bersifat liberal dalam dunia pendidikan Islam. Bahkan, beberapa 
perguruan tinggi Islam diyakini telah menjadi tempat yang subur 
dalam penyebaran pemikiran liberal, sehingga dikhawatirkan dapat 
menggoyahkan iman banyak orang. 
Namun sebenarnya,  prinsip-prinsip liberalisme yang memberi 
kebebasan kepada manusia untuk bebas dalam menyampaikan pikiran 
dan gagasan tidak bertentangan dengan Islam. Malah, menggunakan 
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akal  untuk berpikir merupakan fitrah kemanusiaan. Karenanya, tidak 
masalah kebebasan berpikir masuk dalam pendidikan Islam, selagi 
tidak keluar dari otoritas keagamaan umat Islam berupa Al-Quran 
dan hadis. 
Sementara yang perlu dikhawatirkan lebih dalam sebenarnya 
adalah liberalisme ekonomi yang melahirkan kapitalisme di 
Indonesia. Anak-anak di lembaga pendidikan Islam harus diberikan 
persiapan untuk melawan bentuk liberalisme ini karena  telah 
merampas hak-hak masyarakat dalam bidang ekonomi. Kapitalisme 
telah menjadikan masyarakat semakin melarat, alih-alih dapat 
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